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ABSTRAK 
 

A Muhammad Syafrie Alief, E 13116312. “Upaya Hivos (Humanistich Instituut 
Voor Ontiwekkelingssamenwerking) Melalui Program Stronger Together Dalam 
Pemberdayaan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Timor-Leste” , di bawah 
bimbingan Bapak Muh. Nasir Badu selaku Pembimbing I dan Ibu Pusparida 
Syahdan selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.  
 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai upaya Hivos (Humanistich Instituut 
Voor Ontiwekkelingssamenwerking) Melalui Program Stronger Together Dalam 
Pemberdayaan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Timor-Leste. Pembahasan 
dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi dan juga peranan Hivos 
(Humanistich Instituut Voor Ontiwekkelingssamenwerking) Dalam Pemberdayaan 
Korban Kekerasan Berbasis Gender di Timor-Leste. Di dalam penelitian ini 
digunakan tipe kualitatif, dengan jenis data primer dan metode pengempulan data 
wawancara dengan pihak Hivos dan beberapa organisasi non- pemerintah terkait 
dan telaah Pustaka melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan program 
Stronger Together dalam pemberdayaan korban kekerasan gender di Timor-Leste 
yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, laporan, maupun artikel. Selanjutnya 
dalam mengganalisis data digunakan Teknik analisis data kualitatif dan metode 
penulisan deduktif.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hivos telah merancang strategi dalam 
program Stronger Together berupa Kerjasama dan kolaborasi dengan dua 
organisasi non-pemerintah lokal di Timor-Leste yaitu FOKUPERS dan ACbit. 
Hivos memilih untuk berkolaborasi karena Hivos percaya bahwa kedua organisasi 
ini telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang komprehensif mengenai 
dinamika gender di Timor-Leste. Strategi lain yang Hivos rancang ialah Hivos telah 
merancang program Stronger Together ini untuk turut berpartisipasi, 
meningkatkan, dan melengkapi pengimplementasian dari National Action Plan on 
Gender Based Violence 2017-2021 (NAP-GBV) yang telah di rancang oleh 
Secretariat of State for The Support and Socio-economic Promotion of Women 
(SEM). Selain itu program ini juga turut berkontribusi terhadap Sustainable 
Development Goals yang kelima yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan 
memberdayakan semua perempuan dan juga tujuan kedelepan yaitu untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusi, serta pekerjaan 
yang layak untuk semua.  
 
Kata Kunci : HIVOS, Pemberdayaan perempuan 
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ABSTRACT 
 

A Muhammad Syafrie Alief, E 13116312. "Hivos Efforts (Humanistich Instituut 
Voor Ontiwekkelingssamenwerking) Through Stronger Together Program In The 
Empowerment of Victims of Gender-Based Violence in Timor-Leste" , under the 
guidance of Mr. Muh. Nasir Badu as Advisor I and Mrs. Pusparida Syahdan as 
Supervisor II, in the Department of International Relations, Faculty of Social and 
Political Sciences, Hasanuddin University.  
 
This study aims to explain the efforts of Hivos (Humanistich Instituut Voor 
Ontiwekkelingssamenwerking) through the Stronger Together Program in 
empowering victims of gender-based violence in Timor-Leste. The discussion in 
this study focuses on how the strategy and also the role of Hivos (Humanistich 
Instituut Voor Ontiwekkelingssamenwerking) in the Empowerment of Victims of 
Gender-Based Violence in Timor-Leste. In this study, qualitative type is used, with 
primary data type and method of collecting interview data with Hivos and several 
related non-governmental organizations and literature study through various 
literature related to Stronger Together program in empowering victims of gender 
violence in Timor-Leste derived from books, journals, documents, reports, and 
articles. Furthermore, in analyzing the data used qualitative data analysis techniques 
and deductive writing methods.  
 
The results of this study show that Hivos has designed a strategy in the Stronger 
Together program in the form of cooperation and collaboration with two local non-
governmental organizations in Timor-Leste, FOKUPERS and ACbit. Hivos chose 
to collaborate because Hivos believed that the two organizations had 
comprehensive experience and understanding of gender dynamics in Timor-Leste. 
Another strategy hivos designed is that Hivos has designed this Stronger Together 
program to participate in, improve, and complete the implementation of the 
National Action Plan on Gender Based Violence 2017-2021 (NAP-GBV) that has 
been designed by the Secretariat of State for The Support and Socio-economic 
Promotion of Women (SEM). In addition, this program also contributes to the fifth 
Sustainable Development Goals which are to achieve gender equality and empower 
all women and also the goal of sustainability is to encourage sustainable economic 
growth, inclusion, and decent employment for all.  
 
Keywords: HIVOS,Women Empowerment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hubungan Internasional atau HI dapat didefinisikan sebagai studi 

mengenai interaksi antara aktor negara dan non-negara, termasuk di 

dalamnya yaitu aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi 

internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional 

(Sorensen, 2013).  

Berbicara mengenai Hubungan Internasional tentu saja tidak 

terlepas dari konteks mengenai interaksi internasional yang meliputi tiga 

elemen penting yang mendasar yaitu aktor, interest dan power. Di dalam 

Hubungan Internasional itu sendiri, aktor di bagi menjadi dua yaitu aktor 

negara dan non-negara. Aktor negara adalah negara itu sendiri, sedangkan 

aktor non-negara merupakan organisasi internasional seperti MNC (Multi 

National Corporations), IGO (International Government Organitazions) 

dan NGO (Non-Governmental Organization).  

Dalam kajian hubungan internasional klasik, negara memegang 

peranan sentral dalam mempengaruhi dinamika politik internasional. namun 

dewasa kini, peran aktor non-negara seperti MNC, IGO, dan NGO juga 

mulai menunjukkan signifikansi  dan peranan penting dalam level 

internasional (Andreas Bieler, 2000). Salah satu signifikansi dalam ruang 

lingkup hubungan internasional tersebut terbukti dengan banyaknya 

kerjasama internasional antara aktor negara dan non-negara yang terjalin. 
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Salah satu contoh Kerjasama antara negara dan non-negara itu adalah 

Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Timor Leste dan Hivos yang 

merupakan sebuah NGO (Non-governmental Organization) internasional. 

Hivos adalah sebuah organisasi non-pemerintah atau yang biasa di 

sebut NGO yang terinspirasi dari nilai-nilai kemanusiaan, yang pertama kali 

didirikan pada tahun 1968 di Den Haag, Belanda. Organisasi Non-

pemerintah ini berupaya untuk berkontribusi pada dunia yang bebas, adil 

dan berkelanjutan dimana masyarakatnya – pria & wanita – memiliki akses 

yang setara terhadap sumber daya, pengetahuan dan peluang untuk 

pengembangan dirinya. Hivos menaruh kepercayaan mereka terhadap 

kreativitas dan kapasitas individu. Kualitas, kerja sama dan inovasi adalah 

nilai-nilai inti yang di pegang teguh oleh Hivos. Hivos mendedikasikan 

dirinya terhadap orang-orang miskin dan termaginalkan di Afrika, Asia, 

Amerika Latin dan Eropa tenggara. Perbaikan yang berkelanjutan bagi 

Hivos adalah tolak ukur utama mereka. (Stremmelaar, 2009) 

Sebagai sebuah NGO yang bergerak dalam bidang pengembangan 

sosial yang berkelanjutan, Hivos bekerja dengan tujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan struktural dengan menitikberatkan pada 

pemberdayaan masyarakat sipil dan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Hivos juga menitikberatkan fokus kerja mereka pada 

beberapa tema yaitu layanan finansial dan pengembangan bisnis; produksi 

yang berkelanjutan; hak asasi manusia dan demokratisasi; HIV/AIDS; seni 

dan budaya; gender dan pemberdayaan perempuan (Stremmelaar, 2009). 
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Berdasarkan fokus kerja Hivos yang telah disebutkan diatas dan 

khususnya terhadap gender dan pemberdayaan perempuan, hal tersebutlah 

yang melandasi Hivos menjalin kerjasama dengan Pemerintah Timor Leste 

dan beberapa organisasi non-pemerintah setempat dalam kasus kekerasan 

gender yang terjadi di Timor Leste. 

Selain Fokus kerja Hivos yang telah disebutkan diatas, Hivos juga 

memiliki rancangan strategi untuk berkontribusi terhadap SDG’s 

(Sustainable Development Goals) terkhusus pada tujuan ke 5 dari SDG’s itu 

sendiri yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua 

wanita dan perempuan  dan juga tujuan SDG’s yang ke 8 yaitu untuk 

mendorong pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta 

pekerjaan yang layak untuk semua (Hivos, 2020). Dalam menjalankan 

rancangan strategi mereka, Hivos menjalin kolaborasi bersama dengan 

organisasi non-pemerintah setempat di Timor Leste yaitu Fokupers dan 

Acbit. Bersama, mereka akan melaksanakan sebuah program di Timor Leste 

untuk memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan 

gender mengalami peningkatan dalam dalam sektor perekonomian, akses 

yang baik terhadap layanan sosial dan menikmati pemenuhan atas hak asasi 

mereka. (Hivos, Press realase : Reforsa Hamutuk - Stronger together, 2020) 

Kekerasan berbasis gender itu sendiri adalah sebuah Tindakan 

kekerasan yang di tujukan terhadap seseorang karena jenis kelamin orang 

tersebut. Kekerasan terhadap seseorang yang di dasari berdasarkan gender 

ini termasuk dalam pelangaran terhadap hak asasi manusia dan bentuk 

diskriminasi terhadap manusia (union, 2004).  
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Bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap gender adalah kekerasan 

fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan kekerasan dalam sektor 

ekonomi. Namun bentuk kekerasan terhadap gender yang kerap ditemukan 

di Timor Leste adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan 

dalam sektor ekonomi. 

Timor Leste memiliki tingkat kekerasan tertinggi terhadap 

perempuan dibandingkan dengan negara lain. Menurut publikasi Timor 

Leste Demographic and Health Survey pada tahun 2010, 38% perempuan 

di Timor Leste pada rentang usia  15 hingga 49 tahun pernah mengalami 

kekerasan fisik. Namun sebuah studi berjudul Understanding Violence 

against Women and Childern in Timor-Leste menemukan bahwa 59% 

perempuan yang telah menikah dengan rentang usia 15 hingga 49 tahun 

pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual oleh pasangannya 

setidaknya satu kali. (Grenfell, 2018)  

Alasan inilah yang melandasi mengapa Hivos memilih Timor Leste 

dalam melaksanakan program Stronger Together yang juga di dukung oleh 

pemerintah Timor Leste dan juga organisasi non-pemerintah setempat yaitu 

Fokupers dan Acbit. Bersama dengan mitra kerjanya, Hivos telah 

merancang tiga hasil (Outcome) yang nantinya di harapkan saling 

mendukung untuk berkontribusi terhadap tujuan program yang akan di 

laksanakan di tujuh kota di Timor Leste yaitu Ainaro, Baucau, Dili, Ermera, 

Liquiça, Manufahi dan Oecusse. Hasil yang pertama adalah para penyintas 

dan korban dari kekerasan berbasis gender di Timor Leste dapat mengakses 

pelatihan teknis dan menejemen serta dukungan untuk mengembangkan 
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kegiatan usaha kecil mereka, baik dalam bentuk individu maupun 

kelompok. hasil yang kedua adalah para penyintas dan korban kekerasan 

berbasis gender menerima dukungan untuk reintegrasi melalui penyediaan 

pelatihan keterampilan hidup dan pelatihan kejuruan serta kesempatan 

kerja. Hivos beserta Fokupers dan Acbit akan mendukung reintegrasi 

mereka yang tinggal di penampungan. Dan hasil yang terakhir adalah 

peningkatan pengakuan dan dukungan untuk reintegrasi dan inklusi sosial 

bagi para penyintas dan korban kekerasan berbasis gender baik di tingkat 

komunitas maupun di antara para pemangku kepentingan utama di 

pemerintahan, bisnis dan masyarakat sipil.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di lihat bahwa peranan Hivos cukup krusial  

terhadap penaganan kasus kekerasan gender di Timor Leste. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana strategi dan peranan Hivos dalam membantu 

penanganan korban kekerasan berbasis gender di Timor Leste. Maka dari itu, 

penulis meneliti judul “UPAYA HIVOS (HUMANISTICH INSTITUUT VOOR 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING) MELALUI PROGRAM STRONGER 

TOGETHER DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN KEKERASAN 

BERBASIS GENDER DI TIMOR-LESTE” 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan poin utama yang penulis telah uraikan pada latar 

belakang, penulis membatasi masalah dengan fokus pada strategi Hivos 

dalam pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender di Timor Leste 

terkhusus pada program Stronger Together. Dalam penilitian ini juga 

penulis akan mengggunakan data dari tahun 2000 hingga 2021. Dengan 

batasan masalah tersebut, berikut rumusan masalah yang akan di bahas 

dalam penulisan ini : 

1. Bagaimana strategi Hivos dalam pemberdayaan korban 

kekerasan berbasis gender di Timor-Leste? 

2. Bagaiamana peranan Hivos dalam pemberdayaan korban 

kekerasan berbasis gender di Timor-Leste? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penulisan 

a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Hivos dalam 

pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender di Timor 

Leste 

b. Untuk mengetahui bagaimana strategi Hivos dalam 

pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender di Timor 

Leste 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan penulian ini adalah: 

a.  Bagi penulis, tulisan ini diharapkan mampu menambah 

pemahaman mengenai peranan dan strategi Hivos dalam 

pemberdayaan korban kekerasan gender di Timor Leste 

b. Bagi akademisi, penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi 

referensi serta informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan 

Internasional yang membahas terkait strateggi Hivos dalam 

pemberdayaan korban kekerasan gender di Timor Leste. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, penulis akan 

menggunakan konsep NGO, Kekerasan Berbasis Gender, dan Women 

Empowerment.  

 

1. NGO (Non-Governmental Organization) 

   Dalam mengkaji strategi Hivos dalam pemberdayaan korban 

kekerasan gender di timor leste pada studi kasus program stronger 

together , tentunya di butuhkan konsep  untuk menganalisis. Penulis 

mengggunakan konsep NGO. Menurut Margaret P. Karns NGO adalah 

sekelompok individu atau organisasi yang bergerak secara sukarela yang 

biasanya tidak berafiliasi dengan pemerintah, yang di bentuk untuk 
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memberikan layanan atau untuk mendukung kebijakan publik (Krans, 

2019). 

NGO itu sendiri merupakan sebuah aktor non-negara dalam ruang 

lingkup Hubungan Internasional, dimana pada dewasa kini aktor non-

negara juga sudah menunjukkan signifikansinya. Selain peran aktor non-

negara yang bersifat sentral dalam kanca politik internasional, aktor non-

negara juga memiliki kemampuan untuk menyalurkan sesuatu yang 

bersifat tangible dan intangible melintasi batas negara. 

 Menurut buku Activists Beyond Borders yang di tuliskan oleh 

Margaret E. Keck, aktor non-negara adalah sebuah kelompok advokasi 

(advocacy group) yang bekerja untuk isu-isu utama (principle issues), 

yang terdiri dari NGO, kalangan aktivis, media, akademisi dan Gerakan 

sosial yang memiliki cabang atau simpatisan dari beragam kalangan baik 

itu di tingkat nasional maupun internasional. kelompok- kelompok ini, 

dalam interaksi internasional memiliki identitas & kepentingan yang cair 

(fluid) dan dipengaruhi oleh beragam fenomena internasional yang terjadi 

(Soetjipto, 2018).  Hivos sendiri termasuk dalam aktor non-negara dimana 

mereka tidak berafiliasi dan terpengaruh secara langsung oleh pemerintah, 

dan seperti yang telah penulis jelaskan diatas fokus dan tema besar Hivos 

yang didasarkan pada isu-isu global. 

Dengan konsep ini, penulis akan mengidentifikasi bentuk, peranan, 

dan fungsi dari Hivos itu sendiri dalam pemberdayaan korban kekerasan 

gender di Timor Leste. 
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2. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) 

 

Kekerasan berbasis gender merupakan sebuah isu pelanggaran 

HAM yang banyak terjadi di dunia Internasional, namun salah satu isu 

yang tidak mendapatkan perhatian yang sepantasnya. Selama lebih dari 

dua dekade, kelompok-kelompok advokasi wanita di seluruh dunia telah 

berusaha untuk mencari dan mengumpulkan perhatian yang sepantasnya 

terkait kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual 

berbasis gender. Secara spesifik, kekerasan berbasis gender mencakup 

semua Tindakan verbal yang bersifat paksaan yang mengancam jiwa 

yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan gender orang tersebut 

yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi. (Heise, 

2002) 

Kekerasan berbasis gender memiliki beberapa bentuk yaitu 

kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan kekerasan 

dalam sektor ekonomi. Namun bentuk kekerasan terhadap gender yang 

kerap ditemukan di Timor Leste adalah kekerasan seksual, kekerasan 

fisik dan kekerasan dalam sektor ekonomi.  

Dengan konsep Kekerasan Berbasis Gender ini, penulis dapat 

mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan apa yang terjadi di 

Timor-Leste. 
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3. Women Empowerment 

Hubungan antara pemberdayaan wanita dan pembangunan sosial 

merupakan sebuah tema besar dalam kajian studi gender dan 

pembangunan. PBB mengklaim bahwa dengan meningkatkan status 

perempuan tidak hanya memiliki manfaat bagi perempuan itu sendiri 

tetapi juga memiliki manfaat untuk pembangunan ekonomi sosial secara 

keseluruhan (PHAN, 2013).  

Women Empowerment itu sendiri ingin memastikan bahwa 

perempuan memiliki control penuh terhadap hidup mereka dan juga bisa 

berpartisipasi secara aktif dalam ranah kehidupan sosial, politik dan 

ekonomi. Konsep Women Empowerment pertama kali di temukan oleh 

PBB setelah World Conference on Women: Action For Equality, 

Development and Peace yang ke-4 di Beijing pada tahun 1995.  

PBB telah mengidentifikasi bahwa Women Empowerment memiliki 

lima komponen: rasa penghargaan terhadap diri sendiri, hak mereka untuk 

memiliki dan menentukan pilihan, hak mereka untuk mengakses peluang 

dan sumber daya, hak mereka untuk memiliki sepenuhnya kontrol 

terhadap hidup mereka – baik di dalam dan di luar rumah – dan 

kemampuan dan kesempatan untuk mempengaruhi arah perubahan sosial 

untuk menciptakan tatanan yang lebih adil, baik itu di tingkat nasional dan 

internasional (PHAN, 2013). 
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Dengan konsep ini, penulis akan menganalisis bagaimana strategi 

dan peranan Hivos dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan 

yan terkhusus pada korban kekerasan berbasis gender di Timor Leste.  

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe kualitatif. Penulis 

memilih metode ini karena penulis ingin menggambarkan atau 

mendeskripsikan tentang strategi Hivos dalam pemberdayaan korban 

kekerasan berbasis gender di Timor Leste.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah 

dengan metode wawancara dan telaah pustaka (library research) yaitu 

pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-

buku, jurnal, dokumen, makalah dan artikel yang berkaitan dengan 

masalah tersebut. Sumber – sumber  data yang penulis gunakan di 

peroleh dari situs Hivos itu sendiri yaitu Hivos.org, Europe Union dan 

Britannica.co. untuk buku dan jurnal sangat beragam salah satunya 

adalah buku karya Andreas Bieler, Richard Higgot dan Geoffrey 

Underhill yang berjudul  Non-State Actors and Authority in Global 

System dan jurnal karya Josine Stremmelar  yang berjudul Knowledge 

Integration for Development : The Hivos Approach. 
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3. Teknik Analisa data 

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yakni analisis 

kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya 

akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada 

kemudian dianalisis dengan data – data yang telah diperoleh kemudian 

diolah sehingga menghasilkan sebuah argument yang tepat.  

 

4.  Metode Penulisan 

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu 

menggambarkan permasalahan umum kemudian menarik kesimpulan 

secara khusus dalam menganalisis data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Non-Governmental Organization  

Menurut Margaret P. Karns, NGO adalah sekelompok individu atau 

organisasi yang bergerak secara sukarela yang biasanya tidak berafiliasi 

dengan pemerintah, yang di bentuk untuk memberikan layanan atau untuk 

mendukung kebijakan publik (Krans, 2019). Berdasarkan definisi diatas 

dapat kita lihat bahwa NGO merupakan sebuah entitas yang melakukan hal 

seperti pelayanan dasar terhadap orang-orang yang membutuhkan atau 

pengorgaginisran advokasi kebijakan & kampanye publik untuk melakukan 

suatu perubahan. Menurut Eric Werker dan Faisal Z ahmed pada jurnalnya 

yang berjudul “What Do Non-Governmental Organizations Do ?” NGO 

sebagian besar  di Kelola oleh karyawan dan sukarelawan yang altruistik 

yang bekerja dengan tujuan yang ideologis dan bukan dengan alasan 

finansial.  

NGO itu sendiri pada dewasa ini sudah mulai teridentifikasi sebagai 

salah satu aktor penting dalam ranah pengembangan (Development). 

Mereka juga sudah mulai aktif dalam ranah aktivitas yang lebih luas dan 

memiliki peranan yang lebih spesifik seperti pembangunan demokrasi, 

pemecahan konflik, Hak Asasi Manusia, pelestarian budaya, aktivisme 

lingkungan, dan juga penelitian serta peyediaan informasi. Menurut Union 

of International Associations jumlah Non-Governmental Organizations 
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dalam ruang lingkup Internasional mengalami peningkatan pesat dari tahun 

1990 dimana terdapat 6,000 NGO menjadi lebih dari 50,000 NGO pada 

tahun 2006. (Kanji, 2020) 

Dalam hal struktur, NGO dapat berbentuk dalam skala besar ataupun  

skala kecil, berbentuk formal ataupun informal, birokratis ataupun fleksibel. 

Dari segi pendanaan, banyak NGO yang mendapatkan pendanaan mereka 

secara eksternal atau ada pihak lain yang meberikan pendanaan, sementara 

yang lainnya bergantung pada sumber daya atau pendanaan yang di 

mobilisasi secara lokal atau dapat kita simpulkan mereka bergantung pada 

pendanaan dari sukarelawan. Terdapat beberapa NGO dengan keanggotaan 

yang professional sementara NGO yang lainnya sangat bergantung pada 

tenaga sukarelawan. Dari segi nilai itu sendiri, NGO dalam bekerja didorong 

oleh berbagai motivasi. terdapat beberapa NGO yang berkerja secara sosial 

dan paternalistik, sementara yang lainnya bekerja dengan cara yang radikal 

dan menggunakan pendekatan yang berbasis pemberdayaan. (Kanji, 2020)  

Melihat NGO sebagai sebuah  aktor signfikan dalam ruang lingkup 

internasional menjadi sangat penting karena NGO memiliki keanggotaan 

yang luas, anggaran yang besar, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan 

membentuk kebijakan pemerintah (O'Callaghan, 2002). Lebih jauh lagi, 

NGO dianggap penting dalam ruang lingkup hubungan internasional pada 

dewasa kini  karena tiga poin penting. Pertama, meskipun NGO merupakan 

organisasi independent dan Non Pemerintah, kenyataannya banyak dari 

beberapa NGO merupakan bentuk pemerintah dan bekerja dan terhubung 
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erat dengan Inter-Governmental Organizations (IGO). Seperti yang penulis 

telah paparkan diatas, pendanaan dari beberapa NGO itu sendiri tidak jarang 

berasal dari pemerintah suatu negara. Dengan begini bisa  disimpulkan 

bahwa beberapa NGO dapat dipandang sebagai perpanjangan negara atau 

rezim (melalui IGO) untuk mencapai suatu tuuan 

Kedua, NGO pada beberapa dekada terakhir menjadi fenomena baru 

yang muncul akibat kebangkitan Global Civil Society (Barndt, 2000). 

Namun meskipun peran NGO belum tentu mengerdilkan peranan dari 

pemerintah, namun signifikansi mereka dalam kebijakan publik cukup 

besar. Ketiga,  kemampuan NGO  dalam menanggapi isu-isu yang tidak 

krusial dan tidak mendesak bagi negara seperti isu HAM, gender, 

lingkungan, agama, dan sebagainya. (O'Callaghan, 2002) 

P. J. simmons dalam jurnalnya yang berjudul “ Learning to Live with 

NGOs” yang di publikasikan oleh Foreign Policy Journal mengatakan 

bahwa secara umum, NGO mempengaruhi pemerintah, institusi 

multilateral, dan perusahaan nasional & multinasional dalam empat cara, 

yang kemudian di jabarkan sebagai berikut (Simmons, 1998) :  

a. Setting Agenda (Menetapkan Agenda) 

NGO dapat menetapkan agenda dan juga memformulasikan 

sebuah wacana agar hal tersebut menjadi bahasan publik dan 

pada akhirnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Contohnya, aktivitas NGO sejak tahun 1960-an dan 1970-an 

berhasil meningkatkan kepedulian dunia terhadap isu 
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lingkungan dan populasi masyarakat. Selain itu pada beberapa 

dekade terakhir ini dimana isu gender sudah mulai mendapatkan 

perhatian yang layak dalam ranah internasional. 

b. Negotiating Outcomes (Menegosiasikan Jalan Keluar) 

NGO  dapat bertindak sebagai ‘ahli’ dalam suatu isu. 

Misalnya dalam isu senjata kimia pada tahun 1900-an, NGO 

yang berfokus pada bidang lingkungan, kimia, dan sains 

menjadi aktor yang turut serta dalam negosiasi untuk 

menghasilkan Konvensi Senjata Kimia pada tahun 1997. NGO 

juga dapat menjadi aktor ketika negara tidak dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan contohnya  pada tahun 

1990, sebuah NGO yang bernama Comuniti di Sant’Egidio 

berhasil mendamaikan konflik yang terjadi di Mozambik 

melalui negosiasi ketika pememrintah negara tersebut sudah 

deadlock. 

 

c. Conferring Legitimacy (Membangun Legitimasi)  

Melalui kinerja dan prestasi mereka, NGO pada akhirnya 

dapat membangun legitimasi sebagai aktor berpengaruh bagi 

masyarakat. Selain itu kinerja mereka juga dapat menarik 

kepercayaan publik dan juga dukungan politik.  
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d. Implementing Solutions (Menerapkan Solusi) 

NGO dikenal dapat menerapkan sebuah solusi karena 

keberpihakan mereka yang netral dan status mereka yang efektif 

(tidak perlu melalui birokrasi yang rumit). Mereka terkadang 

bisa melakukan suatu hal yang mustahil untuk bisa dilakukan 

oleh pemerintah meskipun hal tersebut sebenarnya sangat 

penting untuk dilakukan. Contohnya adalah NGO seperti 

Oxfam International yang memberikan bantuan secara massif 

dan berkelanjutan ketika teradinya sebuah bencana 

kemanusiaan dengan tanpa adanya bantuan dari PBB. Dalam 

beberapa kesempatan, NGO juga banyak membantu pemerintah 

menerapkan rezim dan norma internasional menjadi sebuah 

peraturan domestik.  

 

B. Kekerasan Berbasis Gender 

 

Kekerasan berbasis gender adalah sebuah fenomena yang telah 

banyak terjadi dan tersebar disuluruh dunia. Oleh karena hal tersebut 

fenomena ini semakin diakui dan mulai mendapatkan perhatian dalam ruang 

lingkup internasional (Klugman, 2017). Meskipun fenomena ini  terjadi 

tidak hanya pada wanita saja namun juga terjadi terhadap laki-laki, namun 

prevalensinya tetap lebih tinggi terjadi pada wanita dan perempuan. Oleh 

sebab itu ketika berbicara mengenai kekerasan berbasis gender, dalam kasus 

yang terjadi di lapangan mayoritas berbicara mengenai kasus kekerasan 
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terhadap wanita dan perempuan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh 

direktur eksekutif United Nations Population Fund (UNFPA) Dr. 

Babatunde Osotimehin dalam pidatonya mengenai upaya untuk mengakhiri 

kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 25 november 

2014, ia mengatakan “saat ini tidak ada satupun negara dibelahan dunia 

manapun, dimana wanita dan perempuan hidup bebas dari tindak 

kekerasan.” (UNFPA, 2015).  

Kekerasan berbasis gender itu sendiri bukanlah sebuah fenomena 

baru. Jika ditilik dari sejarah manusia dalam hubungannya antara wanita dan 

laki-laki, dapat kita temukan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan 

yang berbasis pada gender. Namun istilah dari kekerasan berbasis gender 

baru di definisikan dalam beberapa dekade terakhir, Ketika para aktivis dan 

advokat yang mengusung adanya kesetaraan dalam hal gender terutuma 

bagi perempuan, berjuang untuk menghapuskan atau setidaknya 

mengurangi diskriminasi dan perilaku berbahaya terhadap wanita dan 

perempuan.  

Secara spesifik, kekerasan berbasis gender adalah semua Tindak 

kekerasan verbal maupun tidak verbal yang bersifat paksaan yang 

mengancam jiwa yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan gender 

orang tersebut yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan bahkan  

ekonomi (Heise, 2002). Menurut United Nations High Commisioner of 

Refugees (UNHCR) kekerasan berbasis gender mengacu pada Tindakan 

berbahaya yang ditujukan pada individu berdasarkan gendernya. Hal ini 

mengakar pada adanya ketidak setaraan gender, penyalahgunaan kekuasan, 
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dan adanya norma-norma yang pada dasarnya menciderai hak asasi manusia 

khususnya terkait gender. Kekerasan berbasis gender ini sendiri merupakan 

sebuah pelanggaran terhadap Hak asasi manusia yang sangat berat. 

Diperkirakan satu dari tiga wanita akan dan telah mengalami bentuk 

kekerasan berbasis gender baik itu seksual maupun fisik dalam hidupnya  

(UNHCR, 2015).  

Kekerasan berbasis gender itu sendiri memiliki bentuk-bentuk yang 

berbeda yaitu (Equality, 2019) : 

1. Kekerasan seksual, adalah segala tindakan seksual yang dilakukan 

terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. contoh dari kekerasan 

seksual adalah pemerkosaan. 

2. Kekerasan fisik, adalah segala tindakan yang menyebabkan kerusakan 

fisik yang diakibatkan oleh tindak kekerasan fisik yang melanggar 

hukum. Contoh dari kekersan fisik adalah pemukulan yang dapat 

menciderai baik itu berefek ringan maupun berat, perampasan 

kemerdekaan,  juga pembunuhan. 

3. Kekerasan psikologi, adalah segala tindakan yang menyebabkan 

kerugian psikologis bagi seseorang. Contohnya dapat berupa 

pemaksaan dengan menggunakan tindak kekerasan, pencemaran nama 

baik, penghinaan dalam bentuk verbal, hinggga pelecehan. 

4. Praktik budaya yang membahayakan, adalah segala tindakan yang 

didasarkan pada budaya ataupun norma tertentu yang dapat menciderai 

kebebasan dan membahayakan hak asasi manusia, contoh nya adalah 

pernikahan dini, pembunuhan bayi, kawin paksa, dan penolakan atas 
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Pendidikan dan kesempatan untuk akses terhadap perekonomian bagi 

wanita dan perempuan. 

5. Kekerasan ekonomi, adalah segala tindakan atau perilaku yang dapat 

menyebabkan kerugian dalam bidang perekonomian seseorang. 

contohnya dapat berupa pengerusakan properti, pembatasan akses 

secara paksa akan sumber daya finansial hingga menciptakan kondisi 

ketergantungan, hingga tidak memenuhi tanggung jawab ekonomi. 

 

Menurut United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) 

terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena kekerasan 

berbentuk gender ini, salah satunya berakar pada kepercayaan kultural yang 

sebenarnya merupakan sebuah bentuk diskriminasi dan prilaku yang jika di 

perhatikan secara spesifik dapat melanggengkan ketidaksetaraan dan 

ketidakberdayaan seseorang, terkhusus pada wanita dan perempuan. Selain 

itu beberapa faktor lain seperti kemiskinan, kurangnya Pendidikan dan 

kesempatan atas sumber mata pencaharian, serta impunitas atas pelaku 

kejahatan dan seksual juga cenderung berkontribusi besar dalam 

memperkuat dan melanggengkan budaya kekerasan dan diskriminasi yang 

berbasis gender. Faktor- faktor tersebut bahkan akan menjadi lebih parah 

pada daerah dengan kondisi perpolitikan dan perekonomiannya tidak stabil,    

atau sedang terjadi konflik, yang pada akhirnya berbanding lurus dengan 

adanya peningkatan frekuensi terjadinya kekerasan berbasis gender. 

(Refugees, 2019) 
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Selain faktor-faktor yang ada diatas, kekerasan berbasis gender juga 

memiliki efek dan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang 

sangat serius dan mengancam jiwa bagi para korban dan penyintasnya. Hal 

tersebut dapat berupa cacat permanen atau kematian, hingga berbagai 

macam masalah fisik , ekonomi dan masalah psiko-sosial dan Kesehatan 

mental yang merusak kualitas hidup dan rasa percaya diri para korban dan 

penyintas. Kekerasan berbasis gender juga dapat menyebabkan terjadinya 

sebuah lingkaran setan atas kekerasan dan pelecehan yang disebabkan 

karena para korban dan penyintas biasanya mengalami sikap-sikap seperti 

penolakan oleh keluarga mereka, di kucilkan dari masyarakat, dan bahkan 

di tangkap dan di hukum – terkadang di lecehkan lagi – Ketika mencari 

perlindungan akan bantuan dan keadilan. Hal-hal ini lah yang menyebabkan 

para korban dan penyintas dari kekerasan berbasis gender lebih memilih 

untuk menyimpan atau merahasiakan jika mereka mengalami fenomena ini.  

kekerasan berbasis gender itu sendiri sangat berkorelasi erat dengan 

kekerasan terhadap perempuan, hal ini dapat ditemukan pada hasil deklarasi 

PBB mengenai penghapusan Tindakan kekerasan terhadap wanita yang di 

adakan di Wina, Austria pada tanggal 20 desember 1993. Hasil dari 

deklarasi ini salah satunya adalah penggunaan istilah ‘kekerasan terhadap 

wanita’ yang dimana arti dari kekerasan terhadap wanita itu sendiri adalah 

segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang mencakup tindak 

kekerasan fisik dan kekerasan seksual ataupun psikologi, dimana 

perampasan terhadap hak kebebasan dan kesewenang- wenangan itu 

termasuk di dalamnya.  
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Terdapat banyak bukti bahwa fenomena mengenai kekerasan 

berbasis gender ini telah mendapatkan perhatian dan prioritas dalam ranah 

internasional. salah satunya adalah adanya tujuan dari Sustainable 

Development Goals yang mencakup target yang spesifik untuk 

menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap wanita dan perempuan di 

dalam ranah pribadi maupun ranah publik (Garcia, 2014, p. 1).  Namun 

meskipun fenomena kekerasan berbasis gender ini telah mendapatkan 

perhatian di ruang lingkup internasional, sebuah studi mengenai 

penanganan kekerasan terhadap perempuan memberikan gambaran dan 

bukti yang cukup akurat bahwa meskipun terjadi peningkatan yang spesifik 

mengenai pengakuan internasional terhadap fenomena kekerasan berbasis 

gender, namun pada tahap pemecahan permasalahan dan penyelesaiannya 

tetap tidak mudah (Garcia, 2014).  

 

C. Women Empowerment  

Sejarah menunjukkan bahwa dari semua kelompok-kelompok orang 

terpinggirkan yang ada di dunia, perempuan termasuk salah satu 

didalamnya. Penderitaan mereka tidak mengenal batas, mulai dalam hal 

budaya, ras, teritori, ataupun agama. Perempuan telah menjadi korban 

pelecehan, penganiayaan, kekerasan, pemerkosaan, kemiskinan, 

kekurangan gizi, dan perilaku buruk lainnya. untuk mengakhiri hal-hal 

tersebut, diperlukan adanya pemberdayaan serta pembangunan bagi 

perempuan. Meskipun pemberdayaan perempuan dan pembangunan 

merupakan dua hal yang berbeda, namun dua hal tersebut saling menunjang 
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satu sama lain. Hubungan antara pemberdayaan wanita dan pembangunan 

sosial merupakan sebuah tema besar dalam kajian studi gender dan 

pembangunan. PBB mengklaim bahwa dengan meningkatkan status 

perempuan tidak hanya memiliki manfaat bagi perempuan itu sendiri tetapi 

juga memiliki manfaat untuk pembangunan ekonomi sosial secara 

keseluruhan (PHAN, 2013).  

Pada beberapa dekade terakhir, program-program yang bertemakan 

pembangunan mulai menyadari peranan-peranan penting perempuan 

dalam ranah pengembangan dan pembangunan ekonomi serta 

pembangunan manusia. Istilah Women Empowerment itu sendiri pertama 

kali di definisikan oleh PBB setelah diadakannya konferensi dunia 

mengenai perempuan yang ke empat dengan tema konferensi “aksi untuk 

kesataraan, pembangunan, dan perdamaian” yang di selenggarakan di 

Beijing pada tahun 1995. PBB telah mengidentifikasi bahwa Women 

Empowerment memiliki lima komponen: rasa penghargaan terhadap diri 

sendiri, hak mereka untuk memiliki dan menentukan pilihan, hak mereka 

untuk mengakses peluang dan sumber daya, hak mereka untuk memiliki 

sepenuhnya kontrol terhadap hidup mereka – baik di dalam dan di luar 

rumah – dan kemampuan dan kesempatan untuk mempengaruhi arah 

perubahan sosial untuk menciptakan tatanan yang lebih adil baik itu di 

tingkat nasional dan internasional (PHAN, 2013).  

Selain definisi menurut PBB, para akademisi juga memiliki definisi-

definisi sendiri mengenai Women Empowerment. Biasanya definisi-
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definisi ini dapat dikategorikan kedalam dua hal. Kategori yang pertama 

menganggap Women Empowerment sebagai proses yang 

berkesinambungan dan tidak akan selesai atau terus melakukan proses 

pengembangan. Empowerment itu sendiri adalah sebuah proses dimana 

pihak yang tidak berdaya atau tidak memiliki kekuatan, mendapatkan 

Kembali kendali atas keadaan kehidupan mereka, termasuklah di 

dalamnya control atas sumber daya dan juga ideologi. 

Naila Kabeer, yang merupakan seorang akademisi menekankan 

power sebagai sebuah kemampuan dalam pengambilan keputusan dan 

menentukan pilihan, yang menjadikan empowerment adalah sebuah 

proses memperoleh Kembali kemampuan menentukan pilihan bagi 

mereka yang tidak memiliki hal tersebut. Defisini lain menurut Sarah 

Moselda mengatakan  bahwa Women Empowerment adalah sebuah proses 

dimana perempuan mendefinisikan Kembali peran gender mereka dengan 

cara memperluas kemungkinan dan kesempatan mereka dalam 

menentukan sikap dan pilihan hidup. Dia menekankan bahwa 

empowerment itu sendiri harus dilakukan dan di klaim oleh mereka yang 

ingin di berdayakan, terutama perempuan. Lembaga-lembaga yang 

melakukan proses dan program pemberdayaan hanya bisa membantu 

memfasilitasi teerjadinya proses tersebut atau menciptakan kondisi ideal, 

namun peranan para Lembaga-lembaga ini hanya sampai disitu saja, 

selanjutnya harus di lanjutkan oleh kelompok-kelompok yang ingin di 

berdayakan, dalam hal ini perempuan. Dengan begitu dapat di simpulkan 

bahwa Women Empowerment adalah sebuah proses yang harus di 
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laksanakan dan diperoleh secara mandiri untuk mendapatkan hak dan 

pilihan dalam segala aspek kehidupan perempuan. Termasuk di dalamnya 

keputusan terhadap Kesehatan jasmani, Pendidikan, maupun sikap politik 

mereka. (PHAN, 2013, p. 51) 

Pada kategori yang kedua, para akademisi melihat Women 

Empowerment sebagai sebuah tujuan akhir. Dimana Women 

Empowernment itu sendiri adalah sebuah kemampuan perempuan untuk 

mengontrol hidup mereka dan juga berpartisipasi dalam perubahan dunia. 

Proses yang terjadi dalam Women Empowernment itu dinamis selama 

proses terjadinya, namun juga dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Hal 

ini di dasarkan pada pengalaman, sumber daya, serta karakteristik 

individu. 

Women Empowerment sendiri dapat di kategorikan kedalam lima 

bagian utama yaitu (Mandal, 2013) : 

A. Social Empowerment 

hal ini mengacu pada terciptanya sebuah kemungkinan bentuk 

kekuatan yang dapat memperkuat kedudukan mereka di dalam 

struktur sosial. Social Empowerment itu sendiri menangani 

permasalahan diskriminasi sosial yang di dasarkan oleh ras, 

suku, agama dan jenis kelamin yang terjadi di tengah masyrakat. 

Menurut Valsamma Anthony, Women Empowerment terkhusus 

pada Social Empowerment adalah sebuah proses multi-

dimensional yang memungkinkan sebuah individu ataupun 
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sekelompok individu untuk menyadari identitas dan kekuatan 

mereka dalam semua lini kehidupan, bahwa Women 

Empowerment berarti perempuan dapat menikmati persamaan 

atas Hak, status, dan juga kebebasan untuk mengembangkan diri 

mereka seperti laki-laki. 

 

B. Educational Empowerment 

Konsep-konsep tradisional mengakui bahwasannya Pendidikan 

yang tinggi merupakan sebuah instrumen penting dari sebuah 

proses pengembangan diri. Pendidikan itu sendiri membantu 

menumbuhkan wawasan intelektual, kesejahteraan dan juga 

potensi perempuan. Selain itu, Pendidikan juga dianggap 

sebagai salah satu instrumen penting dari proses transformasi 

Sosiopolitik dan ekonomi. 

 

C. Economic Empowerment 

Melalui Economic Empowerment, memungkinkan perempuan 

menjadi pencari nafkah dan juga memberikan perempuan 

kesempatan untuk berkontribusi terhadap perekonomian 

keluarga yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa 

kemandirian dalam hal perekonomian. SEWA (Self Employed 

Women’s Association)  menekankan bahwa Ketika wanita 

memiliki pendapatan yang tetap dan jaminan pekerjaan, mereka 

akan menjadi independent dan otonom atas diri mereka sendiri. 
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D. Political Empowerment 

Partisipasi perempuan di dalam ranah politik dan di berbagai 

badan/Lembaga pembuat keputusan adalah sebuah hal yang 

sangat penting dalam proses pemberdayaan perempuan. 

Perempuan di seluruh dunia telah berjuang untuk melepaskan 

belenggu perbudakan, penindasan, dan segala jenis perlakuan 

buruk terhadap diri mereka, baik itu teradi di ranah public 

maupun ranah privat. Jika usaha dan perjuangan ini tidak 

dibawa kedalam koridor kekuasaan dimana perempuan dapat 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program 

mengenai hal tersebut, maka perjuangan tersebut akan menjadi 

sulit. Dengan kata lain, tanpa adanya partisipasi perempuan 

dalam ranah politik, akan sangat sulit bagi mereka untuk 

meingkatkan efektifitas, kapasitas, serta menentang struktur 

kekuasaan dan uga ideologi yang patriarkal.  

 

E. Psychological Empowerment 

Melalui pemberdayaan psikologis, perempuan tidak hanya 

melampaui budaya tabu yang bersifat patriarki, namun mereka 

juga merubah diri dan subjektivitas mereka. Ketika perempuan 

mendapatkan peran-peran penting baik itu dalam institusi 

Pendidikan, pemerintahan, ataupun partai politik, secara tidak 

langsung perempuan mendapatkan sebuah kekuatan 

psikologis yang dapat membangun kepercayaan diri mereka. 


